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BAB III  

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Pelaksanaan kerja magang jasa konsultan pajak dilaksanakan di TPDoc Consulting 

sebagai Junior Tax Consultant selama periode 7 Juli 2025 – 30 November 2025. 

Tugas dari Junior Tax Consultant antara lain membantu menyelesaikan tugas-tugas 

yang diberikan oleh Supervisor dalam tim. Dalam pengerjaan tugas yang diberikan, 

Junior Tax Consultant berkoordinasi dengan Supervisor untuk mendapatkan arahan 

dan petunjuk mengenai pekerjaan yang diberikan. Selama pelaksanaan kerja 

magang, diawasi dan diberikan arahan oleh pembimbing lapangan atau Supervisor 

yaitu Panji. 

3.2 Tugas dan Uraian Kerja Magang 

Selama pelaksanaan kerja magang berlangsung, tugas-tugas yang dikerjakan 

sebagai Junior Tax Consultant di TPDoc Consulting berkaitan dengan Tax. Nama 

perusahaan yang ditampilkan dalam laporan magang ini merupakan nama yang 

telah disamarkan untuk menjaga kerahasiaan informasi dan data-data perusahaan. 

Berikut tugas-tugas yang dilakukan selama kerja magang berlangsung: 

3.2.1 PT I 

a) Melakukan Rekonsiliasi PPN Masukan 

Rekonsiliasi PPN Masukan adalah prosedur yang dilakukan untuk 

mencocokkan data Pajak Masukan yang tercatat dalam pembukuan 

perusahaan dengan data Pajak Masukan yang dilaporkan melalui SPT Masa 

PPN. Proses ini meliputi pemeriksaan kesesuaian antara SPT Masa PPN 

dengan pencatatan di General Ledger (GL) perusahaan. Tujuan rekonsiliasi 

PPN Masukan adalah untuk memastikan keakuratan perhitungan dan 

pelaporan PPN Masukan, mencegah adanya perbedaan atau selisih antara 

pembukuan internal dengan laporan pajak, serta mendukung kepatuhan 

perusahaan terhadap regulasi yang berlaku. Dokumen yang dibutuhkan 

adalah softcopy template rekonsiliasi PPN periode 2024, softcopy GL, dan 
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softcopy SPT (Surat Pemberitahuan). Pekerjaan ini dilakukan untuk periode 

Januari 2025 hingga Mei 2025 sebanyak 5 SPT PPN. Berikut adalah 

langkah-langkah dalam melakukan rekonsiliasi PPN Masukan: 

1) Menerima softcopy template rekonsiliasi PPN Masukan periode 2024 

dari Supervisor. 

 

Gambar 3.1 Template Rekonsiliasi PPN Masukan Periode 2024 – PT I 

Pada Gambar 3.1, menunjukkan beberapa informasi yang perlu 

dilengkapi dengan keterangan sebagai berikut: 

1. Menunjukkan periode pajak yang dilaporkan. 

2. Menunjukkan transaksi yang PPN keluarannya dihitung 

menggunakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Nilai Lain. 

3. Menunjukkan transaksi penyerahan barang/jasa yang PPN 

keluarannya dipungut sendiri, selain yang menggunakan DPP Nilai 

Lain. 

4. Menunjukkan total PPN keluaran dari seluruh jenis penyerahan yang 

terutang PPN. 

5. Menunjukkan Dasar Pengenaan Pajak yang dihitung dengan metode 

nilai lain sesuai ketentuan perpajakan. 

6. Menunjukkan jumlah PPN keluaran yang wajib disetor ke negara. 
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7. Menunjukkan DPP PPN masukan dari pembelian barang/jasa di 

dalam negeri yang dapat dikreditkan. 

8. Menunjukkan dasar pengenaan pajak atas PPN masukan yang 

menggunakan ketentuan nilai lain. 

9. Menunjukkan jumlah PPN masukan yang berasal dari transaksi 

pembelian barang/jasa kena pajak. 

10. Menunjukkan DPP PPN masukan dari impor barang kena pajak atau 

pemanfaatan jasa kena pajak luar negeri. 

11. Menunjukkan jumlah PPN masukan dari impor barang kena pajak 

atau pemanfaatan jasa kena pajak luar negeri. 

12. Menunjukkan total PPN masukan yang dapat dikreditkan terhadap 

PPN keluaran. 

13. Menunjukkan status kurang atau lebih bayar PPN berdasarkan hasil 

perhitungan. 

14. Menunjukkan jumlah PPN yang disetor sesuai dengan laporan 

dalam SPT Masa PPN. 

15. Menunjukkan jumlah PPN yang disetor berdasarkan pencatatan 

General Ledger. 

16. Menunjukkan perbedaan antara nilai PPN menurut SPT dengan nilai 

menurut GL. 

17. Menunjukkan tanggal penyetoran PPN terutang. 

18. Menunjukkan tanggal pelaporan SPT Masa PPN. 

19. Menunjukkan bunga atau denda apabila terdapat keterlambatan 

setor/lapor. 

20. Menunjukkan catatan tambahan atau keterangan penting lainnya 

terkait transaksi atau pelaporan PPN. 

 

2) Memperoleh SPT (Surat Pemberitahuan) PPN. Berikut merupakan 

contoh SPT yang diterima: 
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Gambar 3.2 Surat Pemberitahuan PPN – PT I 

Pada Gambar 3.2, menunjukkan beberapa informasi dengan keterangan 

sebagai berikut: 

1. Diisi dengan masa pajak yaitu bulan Januari 2025. 

2. Menunjukkan bahwa PPN yang dipungut merupakan penyerahan 

yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri dengan 

DPP Nilai Lain atau Besaran Tertentu. 

3. Menunjukkan DPP PPN sebesar Rp2.674.440.003. 
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4. Menunjukkan DPP Nilai Lain sebesar Rp2.451.569.973 yang 

diperoleh dengan mengalikan DPP PPN dengan 11/12. 

5. Menunjukkan jumlah PPN sebesar Rp294.188.397 yang diperoleh 

dengan mengalikan DPP PPN dengan tarif 11%. 

6. Menunjukkan DPP PPN impor sebesar Rp194.239.375. 

7. Menunjukkan jumlah PPN impor sebesar Rp21.366.331 yang 

diperoleh dengan mengalikan DPP PPN impor dengan tarif 11%. 

8. Menunjukkan DPP perolehan BKP/JKP dari dalam negeri dengan 

DPP Nilai Lain atau Besaran Tertentu yang Pajak Masukannya dapat 

dikreditkan sebesar Rp557.449.372. 

9. Menunjukkan DPP Nilai Lain dari perolehan BKP/JKP dari dalam 

negeri dengan DPP Nilai Lain atau Besaran Tertentu yang Pajak 

Masukannya dapat dikreditkan sebesar Rp546.244.511. 

10. Menunjukkan jumlah PPN dari perolehan BKP/JKP dari dalam 

negeri dengan DPP Nilai Lain atau Besaran Tertentu yang Pajak 

Masukannya dapat dikreditkan sebesar Rp21.163.697. 

11. Menunjukkan Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri sebesar 

Rp294.188.397 yang diperoleh dari kolom nomor 5, 

12. Menunjukkan Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar 

Rp42.530.028 yang diperoleh dari kolom nomor 7 ditambah kolom 

nomor 10. 

13. Menunjukkan PPN kurang bayar sebesar Rp251.658.369 yang 

diperoleh dengan mengurangi kolom nomor 11 dengan kolom 

nomor 12. 

14. Menunjukkan tanggal lapor yaitu pada 26 Februari 2025. 

 

3) Menerima General Ledger yang diberikan oleh Supervisor. 

 

Gambar 3.3 General Ledger Pembayaran PPN – PT I 
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Berdasarkan Gambar 3.3, menunjukkan bahwa pada tanggal 27 Februari 

2025, terdapat pembayaran PPN Periode Januari 2025 sebesar 

Rp251.658.369. 

 

4) Mengisi kolom-kolom sesuai dengan dokumen SPT dan GL yang 

diterima ke dalam template rekonsiliasi PPN Masukan. 

 

Gambar 3.4 Template Rekonsiliasi PPN Masukan Periode 2025 – PT I 

Pada Gambar 3.4, menunjukkan beberapa informasi yang telah diisi 

dengan keterangan sebagai berikut: 

1. Diisi dengan bulan Januari yang sesuai dengan Gambar 3.2. 

2. Menunjukkan DPP PPN yang dipungut merupakan penyerahan yang 

PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri yang sesuai 

dengan Gambar 3.2. 

3. Menunjukkan jumlah PPN Keluaran yang terdiri dari jumlah seluruh 

penyerahan yang sesuai dengan Gambar 3.2. 

4. Menunjukkan DPP Nilai Lain yang sesuai dengan Gambar 3.2. 

5. Menunjukkan jumlah PPN Keluaran yang sesuai dengan Gambar 

3.2. 

6. Menunjukkan DPP PPN Masukan yang sesuai dengan Gambar 3.2. 

7. Menunjukkan DPP Nilai Lain yang sesuai dengan Gambar 3.2. 
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8. Menunjukkan jumlah PPN Masukan yang sesuai dengan Gambar 

3.2. 

9. Menunjukkan DPP PPN Impor yang sesuai dengan Gambar 3.2. 

10. Menunjukkan jumlah PPN Impor yang sesuai dengan Gambar 3.2. 

11. Menunjukkan PPN Masukan yang dapat diperhitungkan yang sesuai 

dengan Gambar 3.2. 

12. Menunjukkan PPN yang kurang bayar yang sesuai dengan Gambar 

3.2. 

13. Menunjukkan nilai yang disetor menurut SPT yang sesuai dengan 

Gambar 3.2. 

14. Menunjukkan nilai yang disetor menurut GL yang sesuai dengan 

Gambar 3.3. 

15. Menunjukkan selisih antara nilai yang disetor menurut SPT dengan 

GL yaitu 0. 

16. Menunjukkan tanggal setor yang sesuai dengan Gambar 3.3. 

17. Menunjukkan tanggal lapor yang sesuai dengan Gambar 3.2. 

18. Menunjukkan tarif sanksi bunga sebesar 1,25% yang mengikuti tarif 

pada tahun lalu yang sesuai dengan Gambar 3.1. 

 

5) Menyerahkan hasil rekonsiliasi PPN kepada Supervisor untuk dilakukan 

review. 

 

b) Melakukan Rekonsiliasi PPN Keluaran 

Rekonsiliasi PPN Keluaran adalah prosedur yang dilakukan untuk 

mencocokkan data Pajak Keluaran yang tercatat dalam pembukuan 

perusahaan dengan data Pajak Keluaran yang dilaporkan melalui SPT Masa 

PPN. Proses ini mencakup pemeriksaan kesesuaian antara SPT PPN dengan 

pencatatan di laporan laba rugi perusahaan. Tujuan rekonsiliasi PPN 

Keluaran adalah untuk memastikan ketepatan pencatatan dan pelaporan 

PPN Keluaran, menghindari adanya perbedaan antara pembukuan internal 

dengan SPT Masa PPN, serta menjamin bahwa kewajiban pemungutan dan 
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penyetoran pajak telah dilaksanakan dengan benar. Dokumen yang 

dibutuhkan adalah softcopy template rekonsiliasi PPN Keluaran periode 

2024 dan softcopy SPT (Surat Pemberitahuan). Pekerjaan ini dilakukan 

untuk periode Januari 2025 hingga Mei 2025 sebanyak 5 SPT PPN. Berikut 

adalah langkah-langkah dalam melakukan rekonsiliasi PPN Keluaran: 

1) Menerima template rekonsiliasi PPN Keluaran periode 2024 dari 

Supervisor. 

 

Gambar 3.5 Template Rekonsiliasi PPN Keluaran Periode 2024 – PT I 

PT I merupakan jenis perusahaan bursa komoditas dan derivatif 

sehingga biaya pendaftaran diakui sebagai pendapatan karena 

disebabkan orang yang mengeluarkan biaya untuk masuk ke bursa kita, 

begitu juga untuk biaya keanggotaan, klien mengeluarkan biaya 

keanggotaan untuk menjadi anggota dari bursa sehingga dari sisi PT I 

diakui sebagai pendapatan, dan biaya-biaya lainnya seperti iuran 

tahunan dan bulanan, biaya transaksi multilateral, biaya transaksi OTC, 

biaya transaksi PALN, biaya transaksi timah, biaya transaksi timah 

lokal, pendapatan penggunaan META 5, biaya transaksi syariah, 

pelatihan P4WPB, serta biaya transaksi emas digital. Pada Gambar 3.5, 

menunjukkan kolom DPP PPN Dipungut Sendiri menurut SPT pada 

masing-masing periode pajak yang nantinya akan diisi setelah menerima 
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SPT. Kemudian, terdapat jenis pendapatan di laporan keuangan yang 

diisi setelah menerima laporan keuangan yaitu laporan laba rugi. 

 

2) Menerima Surat Pemberitahuan (SPT) PPN yang diberikan oleh 

Supervisor. Berikut merupakan contoh SPT yang diterima: 

 

Gambar 3.6 Surat Pemberitahuan PPN – PT I 

Berdasarkan Gambar 3.6, menunjukkan bahwa pada masa pajak bulan 

Januari 2025, DPP PPN Keluaran nya berjumlah sebesar 

Rp2.674.440.003. 

 

3) Menerima laporan laba rugi (PL) dari Supervisor. 
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Gambar 3.7 Laporan Laba Rugi Periode Januari hingga Mei 2025 – PT I 

Pada Gambar 3.7, menunjukkan laporan laba rugi periode Januari 

hingga Mei 2025 dan kolom pendapatannya. Pada contoh dokumen di 

atas, terdapat biaya pendaftaran, biaya keanggotaan, iuran tahunan dan 

bulanan, biaya transaksi multilateral, biaya transaksi OTC, biaya 

transaksi PALN, biaya transaksi timah, biaya transaksi timah lokal, 

pendapatan menggunakan META 5, biaya transaksi CPO, pelatihan 

PSTKBM, biaya transaksi syariah, biaya karbon, serta biaya transaksi 

emas digital. Terdapat kolom masa pajak yaitu bulan Januari 2025 

beserta nominal masing-masing pendapatan. 

 

4) Mengisi template rekonsiliasi PPN Keluaran sesuai dengan dokumen 

SPT dan laporan laba rugi yang telah diterima. 
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Gambar 3.8 Template Rekonsiliasi PPN Keluaran Periode 2025 – PT I 

Berdasarkan Gambar 3.8, informasi terkait DPP PPN Dipungut Sendiri 

sesuai dengan SPT yang diperoleh pada Gambar 3.6. Informasi terkait 

pendapatan dalam laporan keuangan sesuai dengan laporan laba rugi 

yang diperoleh pada Gambar 3.7. 

 

5) Menyerahkan template rekonsiliasi PPN Keluaran yang telah diisi 

kepada Supervisor untuk dilakukan review. 

 

c) Melakukan Rekapitulasi PPh Unifikasi 

Rekapitulasi PPh Unifikasi adalah prosedur pengumpulan, pengelompokan, 

dan pencatatan data pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan yang 

dilaporkan melalui sistem PPh Unifikasi. Proses ini meliputi pengumpulan 

SPT untuk berbagai jenis pajak, seperti PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh 

Pasal 4 ayat (2), dan jenis PPh lainnya, ke dalam satu laporan terintegrasi. 

Tujuan rekapitulasi PPh Unifikasi adalah untuk memastikan ketepatan 

perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan 
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sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Dokumen yang dibutuhkan 

adalah softcopy template rekapitulasi PPh Unifikasi periode 2024 dan 

softcopy SPT (Surat Pemberitahuan). Pekerjaan ini dilakukan untuk periode 

Januari 2025 hingga Mei 2025 sebanyak 5 SPT PPh Unifikasi. Berikut 

adalah langkah-langkah dalam melakukan rekapitulasi PPh Unifikasi: 

1) Menerima template rekapitulasi PPh Unifikasi periode 2024 dari 

Supervisor. 

 

Gambar 3.9 Template Rekapitulasi PPh Unifikasi Periode 2024 – PT I 

Pada Gambar 3.9, menunjukkan beberapa informasi dengan keterangan 

sebagai berikut: 

1. Menunjukkan periode pajak yang dilaporkan. 

2. Menunjukkan jenis pajak PPh Unifikasi. 

3. Menunjukkan kode jenis setoran dari jenis pajak PPh Unifikasi. 

4. Menunjukkan jumlah PPh yang dipotong atau dipungut. 

5. Menunjukkan jumlah PPh yang harus disetor. 

6. Menunjukkan jumlah PPh yang telah disetor pada SPT yang 

dibetulkan. 

7. Menunjukkan jumlah PPh kurang (lebih) setor karena pembetulan. 
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2) Memperoleh SPT (Surat Pemberitahuan) PPh Unifikasi yang diberikan 

oleh Supervisor. Berikut merupakan contoh SPT yang diterima: 

 

Gambar 3.10 Surat Pemberitahuan PPh Unifikasi – PT I 

Pada Gambar 3.10, menunjukkan beberapa informasi dengan 

keterangan sebagai berikut: 
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1. Diisi dengan masa pajak yaitu bulan Januari 2025. 

2. Menunjukkan bahwa jenis pajak PPh Unifikasi merupakan PPh 

Pasal 4 ayat 2. 

3. Menunjukkan kode jenis setoran untuk PPh Pasal 4 ayat 2 yaitu 

411128-403. 

4. Menunjukkan PPh Pasal 4 ayat 2 yang dipotong atau dipungut 

sebesar Rp55.006.250. 

5. Menunjukkan jumlah PPh yang harus disetor sebesar Rp55.006.250 

yang diperoleh dari kolom nomor 4. 

6. Menunjukkan bahwa jenis pajak PPh Unifikasi merupakan PPh 

Pasal 23. 

7. Menunjukkan kode jenis setoran untuk PPh Pasal 23 yaitu 411124-

100. 

8. Menunjukkan PPh Pasal 23 yang dipotong atau dipungut sebesar 

Rp8.311.545. 

9. Menunjukkan jumlah PPh yang harus disetor sebesar Rp8.311.545 

yang diperoleh dari kolom nomor 8. 

10. Menunjukkan bahwa jenis pajak PPh Unifikasi merupakan PPh 

Pasal 26. 

11. Menunjukkan kode jenis setoran untuk PPh Pasal 26 yaitu 411127-

110. 

12. Menunjukkan PPh Pasal 26 yang dipotong atau dipungut sebesar 

Rp38.458.375. 

13. Menunjukkan jumlah PPh yang harus disetor sebesar Rp38.458.375 

yang diperoleh dari kolom nomor 12. 

 

3) Mengisi kolom-kolom sesuai dengan dokumen SPT yang diterima ke 

dalam template rekapitulasi PPh Unifikasi. 
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Gambar 3.11 Template Rekapitulasi PPh Unifikasi Periode 2025 – PT I 

Berdasarkan Gambar 3.8, informasi terkait masa pajak, jenis pajak, kode 

jenis setoran, jumlah PPh yang dipotong atau dipungut, serta jumlah PPh 

yang harus disetor sesuai dengan SPT yang diperoleh pada Gambar 

3.10. 

 

4) Menyerahkan template rekapitulasi PPh Unifikasi yang telah diisi 

kepada Supervisor untuk dilakukan review. 

 

d) Melakukan Rekapitulasi PPh 21 

Rekapitulasi PPh 21 adalah prosedur pengumpulan, pengelompokan, dan 

pencatatan data pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan 

atas penghasilan karyawan maupun pihak lain selama periode tertentu. 

Proses ini meliputi pengumpulan data SPT Masa PPh 21, kemudian 

memasukkan informasi kode jenis setoran, PPh yang dipotong, serta PPh 

kurang atau lebih setor ke dalam satu laporan rekap. Tujuan rekapitulasi PPh 

21 adalah untuk memastikan ketepatan perhitungan, pemotongan, 

penyetoran, dan pelaporan PPh 21 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang 

berlaku. Dokumen yang dibutuhkan adalah softcopy template rekapitulasi 

PPh 21 periode 2024 dan softcopy SPT PPh 21. Pekerjaan ini dilakukan 
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untuk periode Januari 2025 hingga Mei 2025 sebanyak 5 SPT PPh 21. 

Berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan rekapitulasi PPh 21: 

1) Menerima template rekapitulasi PPh 21 periode 2024 dari Supervisor. 

 

Gambar 3.12 Template Rekapitulasi PPh 21 Periode 2024 – PT I 

Pada Gambar 3.12, menunjukkan beberapa informasi dengan 

keterangan sebagai berikut: 

1. Menunjukkan periode pajak yang dilaporkan 

2. Menunjukkan kode jenis setoran untuk PPh Pasal 21. 

3. Menunjukkan jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong. 

4. Menunjukkan kelebihan setor PPh Pasal 21 dari masa pajak 

sebelumnya. 

5. Menunjukkan pembayaran PPh Pasal 21 dengan SP2D (hanya untuk 

instansi pemerintah). 

6. Menunjukkan jumlah PPh Pasal 21 yang kurang atau lebih disetor 

yang diperoleh dengan kolom nomor 3 dikurang kolom nomor 4 

dikurang kolom nomor 5. 

 

2) Memperoleh SPT (Surat Pemberitahuan) PPh 21 yang diberikan oleh 

Supervisor. 
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Gambar 3.13 Surat Pemberitahuan PPh 21 – PT I 

Berdasarkan Gambar 3.13, menunjukkan bahwa pada masa pajak 

Januari 2025, PPh Pasal 21 yang dipotong berjumlah sebesar 

Rp368.675.455 dengan kode jenis setoran 411121-100 sehingga PPh 

Pasal 21 kurang disetor berjumlah sebesar Rp368.675.455. 

 

3) Mengisi kolom-kolom sesuai dengan dokumen SPT yang diterima ke 

dalam template rekapitulasi PPh 21. 

 

Gambar 3.14 Template Rekapitulasi PPh 21 Periode 2025 – PT I 
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Berdasarkan Gambar 3.14, informasi terkait masa pajak, kode jenis 

setoran, jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong, dan PPh Pasal 21 kurang 

atau lebih disetor sesuai dengan SPT yang diperoleh pada Gambar 3.13.  

 

4) Menyerahkan template rekapitulasi PPh 21 yang telah diisi kepada 

Supervisor untuk dilakukan review. 

  

3.2.2 PT L 

e) Melakukan Rekonsiliasi PPh 21 

Rekonsiliasi PPh 21 adalah prosedur pengecekan dan pencocokan data 

pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang tercatat dalam daftar gaji 

perusahaan dengan data pemotongan yang dilaporkan melalui aplikasi 

Coretax maupun SPT Masa PPh 21. Proses ini meliputi pemeriksaan ulang 

data penghasilan, status pajak, Tarif Efektif Rata-rata (TER), serta tarif TER 

yang digunakan dalam perhitungan pajak, kemudian membandingkannya 

dengan data yang tercatat di Coretax untuk mendeteksi adanya selisih atau 

perbedaan PPh 21 terutang. Selain itu, dilakukan pengecekan identitas 

karyawan seperti nama, posisi, NIK, nomor paspor, dan kewarganegaraan 

agar sesuai dengan data resmi yang dilaporkan. Tujuan rekonsiliasi PPh 21 

adalah untuk memastikan keakuratan perhitungan, pemotongan, dan 

pelaporan PPh 21, mencegah kesalahan data identitas, serta mendukung 

kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perpajakan. Dokumen yang 

dibutuhkan adalah softcopy daftar gaji karyawan dan data coretax periode 

sebelumnya. Pekerjaan ini dilakukan untuk periode Juli 2025 sebanyak 476 

karyawan. Berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan rekonsiliasi 

PPh 21: 

1) Menerima softcopy daftar gaji karyawan dari Supervisor. 
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Gambar 3.15 Daftar Gaji Karyawan Periode Juli 2025 – PT L 

Pada Gambar 3.15, menunjukkan beberapa informasi dengan 

keterangan sebagai berikut: 

1. Menunjukkan Dasar Pengenaan Pajak PPh 21 tiap karyawan. 

2. Menunjukkan status pajak tiap karyawan. 

3. Menunjukkan Tarif Efektif Rata-Rata tiap karyawan berdasarkan 

status pajak. Apabila status pajaknya K/0, TK/0, atau TK/1, maka 

TER nya adalah TER A. Apabila status pajaknya K/2, K/1, TK/2, 

atau TK/3, maka TER nya adalah TER B. Apabila status pajaknya 

K/3, maka TER nya adalah TER C. 

4. Menunjukkan tarif TER dalam bentuk persentase berdasarkan DPP 

PPh 21/penghasilan bruto tiap karyawan. 

5. Menunjukkan jumlah PPh 21 TER yang didapatkan dari kolom 

nomor 3 dikali kolom nomor 4. 

6. Menunjukkan selisih antara kolom nomor 5 dengan PPh 21 TER 

pada pencatatan perusahaan. 

7. Menunjukkan apakah pencatatan perusahaan yang dihitung kembali 

sudah benar atau belum. 

8. Menunjukkan nama karyawan di aplikasi Coretax. 

9. Menunjukkan posisi karyawan di aplikasi Coretax. 

10. Menunjukkan NIK karyawan di aplikasi Coretax. 

11. Menunjukkan paspor karyawan apabila merupakan karyawan dari 

luar negeri. 
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12. Menunjukkan kewarganegaraan karyawan. 

13. Menunjukkan catatan tambahan selain data yang terdapat pada tabel. 

 

2) Menerima data Coretax periode sebelumnya dari Supervisor. 

 

Gambar 3.16 Data Coretax Periode Juni 2025 – PT L 

Pada Gambar 3.16, menunjukkan beberapa informasi dengan 

keterangan sebagai berikut: 

1. Menunjukkan status pajak K/1, yang berarti wajib pajak sudah 

menikah dan memiliki satu tanggungan. 

2. Menunjukkan jenis TER yaitu TER B dikarenakan status pajaknya 

K/1. 

3. Menunjukkan nama karyawan yaitu Abdi. 

4. Menunjukkan jabatan dari karyawan yaitu Forklift Operator. 

5. Menunjukkan NIK dari karyawan yaitu 3514061508890000. 

6. Menunjukkan nomor paspor apabila karyawan merupakan warga 

negara asing. Dikarenakan Abdi merupakan warga negara 

Indonesia, maka nomor paspornya tidak ada. 

7. Menunjukkan kewarganegaraan karyawan yaitu Resident atau 

penduduk dikarenakan Abdi merupakan warga negara Indonesia. 

Apabila karyawan merupakan warga negara asing, maka 

kewarganegaraannya adalah Foreign atau luar negeri. 

 

3) Mengisi kolom-kolom dalam softcopy daftar gaji karyawan sesuai 

dengan data dalam daftar gaji karyawan dan data Coretax yang telah 

diterima. 
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Gambar 3.17 Template Data Gaji Karyawan Periode Juli 2025 – PT L 

Berdasarkan Gambar 3.17, informasi terkait DPP PPh 21, jenis TER, 

dan tarif TER sesuai dengan data gaji karyawan, serta informasi terkait 

nama karyawan di Coretax, posisi, NIK, paspor, dan kewarganegaraan 

sesuai dengan data Coretax yang diperoleh pada Gambar 3.16. 

Sedangkan untuk status pajak terdapat perbedaan antara daftar gaji 

karyawan dengan data Coretax sehingga ditulis di “Notes” bahwa “di 

data Coretax statusnya K/1”. 

 

4) Menyerahkan daftar gaji karyawan yang telah diisi untuk dilakukan 

review oleh Supervisor. 

 

f) Melakukan Pemeriksaan Kecocokan Data NIK Karyawan 

Melakukan pemeriksaan kecocokan data NIK karyawan adalah proses 

pengecekan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum 

dalam daftar gaji dengan data NIK yang terdaftar pada sistem Coretax. 

Proses ini dilakukan dengan membandingkan satu per satu NIK karyawan 

pada payroll dengan NIK yang terdeteksi di Coretax untuk mengidentifikasi 

karyawan yang NIK-nya belum terdaftar atau tidak terbaca dalam sistem. 

Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk memastikan seluruh data identitas 

karyawan telah tercatat dengan benar di sistem perpajakan sehingga proses 

pemotongan dan pelaporan PPh 21 dapat dilakukan secara akurat dan sesuai 

ketentuan yang berlaku. Dokumen yang dibutuhkan adalah softcopy data 
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gaji karyawan dan softcopy data karyawan dari HR periode sebelumnya. 

Pekerjaan ini dilakukan untuk periode Juli 2025 sebanyak 476 karyawan. 

Berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan pemeriksaan kecocokan 

data NIK karyawan: 

1) Menerima softcopy daftar gaji karyawan yang telah diperiksa oleh 

Supervisor. 

 

Gambar 3.18 Daftar Gaji Karyawan Periode Juli 2025 – PT L 

Berdasarkan Gambar 3.18, menunjukkan bahwa NIK karyawan yang 

telah diperiksa oleh Supervisor dan NIK yang tidak terdeteksi di 

Coretax. 

 

2) Menerima softcopy daftar karyawan dari HR periode sebelumnya. 
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Gambar 3.19 Daftar HR Periode Juni 2025 – PT L 

Pada Gambar 3.19, menunjukkan beberapa informasi dengan 

keterangan sebagai berikut: 

1. Menunjukkan masa pajak yaitu periode Juni 2025. 

2. Menunjukkan NPWP karyawan yaitu 9990000000999000, yang 

berarti NPWP tidak terdaftar. 

3. Menunjukkan nama karyawan sebagai penerima penghasilan, bukan 

nama aslinya yang berarti NPWP tidak terdaftar. Apabila terdaftar 

maka akan menunjukkan nama karyawan. 

4. Menunjukkan NPWP tidak terdaftar yaitu 3516085405880000. 

Kolom ini terisi sehingga NPWP tidak terdaftar. 

 

3) Mengisi kolom dalam softcopy daftar gaji karyawan sesuai dengan data 

dalam daftar karyawan dari HR yang telah diterima. 

 

Gambar 3.20 Daftar Gaji Karyawan Periode Juli 2025 – PT L  

Berdasarkan Gambar 3.20, menunjukkan bahwa NIK atas nama 

karyawan yaitu Rosita tidak sesuai dengan data yang diperoleh pada 

Gambar 3.19, sehingga diisi “Tidak Terdeteksi” dan ditandai warna biru 

pada kolom “NIK tidak terdetect di Coretax”. NIK yang tidak terdeteksi 
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di Coretax akan disampaikan ke Supervisor dan ditanyakan kembali 

kepada klien. 

 

4) Menyerahkan daftar gaji karyawan yang telah diperiksa NIK nya dan 

telah diisi untuk dilakukan review oleh Supervisor. 

 

g) Melakukan Rekonsiliasi PPh 15, PPh 23, dan PPh Final 4 Ayat (2) 

Rekonsiliasi PPh 15, PPh 23, dan PPh Final 4 ayat (2) adalah proses 

pengelompokan dan pencocokan data transaksi yang dikenakan Pajak 

Penghasilan dengan klasifikasi pajak yang tepat. Proses ini dilakukan dengan 

mengidentifikasi setiap transaksi untuk menentukan Kode Jenis Setoran (KJS) 

yang sesuai, keterangan transaksi, serta jenis PPh Pasal yang dikenakan (PPh 

Pasal 15, PPh Pasal 23, atau PPh Final Pasal 4 ayat (2)). Setelah seluruh 

transaksi diklasifikasikan dengan benar, dilakukan rekapitulasi dan 

penjumlahan nilai pajak untuk memastikan kesesuaian total PPh yang akan 

direkonsiliasi dengan data pelaporan pajak perusahaan. Tujuan dari pekerjaan 

ini adalah untuk memastikan bahwa setiap transaksi telah dikelompokkan ke 

dalam jenis pajak yang tepat, memudahkan proses rekonsiliasi dan pelaporan 

PPh, serta meminimalkan kesalahan klasifikasi pajak dalam SPT Masa PPh 

Unifikasi. Dokumen yang digunakan dalam proses ini adalah softcopy template 

rekapitulasi PPh 15, PPh 23, PPh Final 4 ayat 2, dan softcopy referensi daftar 

kode bukti potong. Pekerjaan ini dilakukan untuk periode Agustus 2025 

sebanyak 168 transaksi. Berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan 

rekonsiliasi PPh 15, PPh 23, dan PPh Final 4 ayat (2): 

1) Menerima template rekapitulasi PPh 15 dari Supervisor. 
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Gambar 3.21 Template Rekapitulasi PPh 15 Periode Agustus 2025 – PT L 

Pada Gambar 3.21, menunjukkan beberapa informasi dengan 

keterangan sebagai berikut: 

1. Menunjukkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). 

2. Menunjukkan jumlah PPh. Sebagai contoh di atas, 213.000 didapat 

dari kolom nomor 1 dikali dengan tarif PPh 15 atas pelayaran 

sebesar 1.2%. 

3. Menunjukkan total jumlah PPh 15 yaitu sebesar “477.000”. 

4. Menunjukkan nomor Kode Jenis Setoran (KJS). 

5. Menunjukkan keterangan dari KJS. 

6. Menunjukkan jenis PPh. 
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2) Menerima softcopy referensi daftar kode bukti potong PPh 15 dari 

Supervisor. 

 

Gambar 3.22 Referensi Daftar Kode Bukti Potong PPh 15 – PT L 

Berdasarkan Gambar 3.22, menunjukkan bahwa kode objek pajak yaitu 

“28-410-02”, memiliki keterangan terkait imbalan yang dibayarkan atau 

terutang kepada perusahaan pelayaran dalam negeri, dan termasuk PPh 

Pasal 15. 

 

3) Mengisi kolom dalam template rekapitulasi PPh 15 sesuai dengan data 

referensi kode bukti potong yang telah diterima. 
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Gambar 3.23 Template Rekapitulasi PPh 15 Periode Agustus 2025 – PT L 

Berdasarkan Gambar 3.23, menunjukkan bahwa nomor KJS, keterangan 

KJS, dan jenis PPh telah diisi sesuai dengan data yang diperoleh pada 

Gambar 3.22. Apabila tidak ada keterangan, maka harus dimintakan 

konfirmasi kepada klien. 

 

4) Menerima template rekapitulasi PPh 23 dari Supervisor. 
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Gambar 3.24 Template Rekapitulasi PPh 23 Periode Agustus 2025 – PT L 

Pada Gambar 3.24, menunjukkan beberapa informasi dengan 

keterangan sebagai berikut: 

1. Menunjukkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). 

2. Menunjukkan jumlah PPh. Sebagai contoh di atas, “21.000” didapat 

dari kolom nomor 1 dikali dengan tarif PPh 23 atas sewa sebesar 

2%. 

3. Menunjukkan total jumlah PPh 23 atas sewa yaitu sebesar 

“1.769.450”. 

4. Menunjukkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). 

5. Menunjukkan jumlah PPh. Sebagai contoh di atas, “2.896.161” 

didapat dari kolom nomor 4 dikali dengan tarif PPh 23 atas jasa 

sebesar 2%. 

6. Menunjukkan total jumlah PPh 23 atas jasa yaitu sebesar 

“159.383.552”. 

7. Menunjukkan nomor Kode Jenis Setoran (KJS). 

8. Menunjukkan keterangan dari KJS. 

9. Menunjukkan jenis PPh. 

 

5) Menerima softcopy referensi daftar kode bukti potong PPh 23 dari 

Supervisor. 



 

 

74 
Laporan Kerja Magang…, Nathaniel Asher Bodhi, Universitas Multimedia Nusantara 

 

 

Gambar 3.25 Referensi daftar kode bukti potong PPh 23 – PT L 

Berdasarkan Gambar 3.25, menunjukkan bahwa kode objek pajak yaitu 

“24-100-02”, memiliki keterangan terkait sewa dan penghasilan lain 

sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau 

bangunan yang telah dikenai PPh Pasal 4 Ayat (2) UU PPh, serta 

termasuk PPh Pasal 23.  

 

6) Mengisi kolom dalam template rekapitulasi PPh 23 sesuai dengan data 

referensi kode bukti potong yang telah diterima. 

 

Gambar 3.26 Template Rekapitulasi PPh 23 Periode Agustus 2025 – PT L 

Berdasarkan Gambar 3.26, menunjukkan bahwa nomor KJS, keterangan 

KJS, dan jenis PPh telah diisi sesuai dengan data yang diperoleh pada 

Gambar 3.25. Apabila tidak ada keterangan, maka harus dimintakan 

konfirmasi kepada klien. 

 

7) Menerima template rekapitulasi PPh Final 4 Ayat 2 dari Supervisor. 
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Gambar 3.27 Template Rekapitulasi PPh Final 4 Ayat 2 Periode Agustus 2025 – PT L 

Pada Gambar 3.27, menunjukkan beberapa informasi dengan 

keterangan sebagai berikut: 

1. Menunjukkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). 

2. Menunjukkan jumlah PPh. 

3. Menunjukkan total jumlah PPh Final 4 Ayat 2 atas UMKM yaitu 

sebesar “423.830”. 

4. Menunjukkan total jumlah PPh Final 4 Ayat 2 atas sewa yaitu 

sebesar “144.031.000”. 

5. Menunjukkan total jumlah PPh Final 4 Ayat 2 atas sewa yaitu 

sebesar “4.650.460”. 
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6. Menunjukkan nomor Kode Jenis Setoran (KJS). 

7. Menunjukkan keterangan dari KJS. 

8. Menunjukkan jenis PPh. 

 

8) Menerima softcopy referensi daftar kode bukti potong PPh Final 4 Ayat 2 

dari Supervisor. 

 

Gambar 3.28 Referensi Daftar Kode Bukti Potong PPh Final 4 Ayat 2 – PT L 

Berdasarkan Gambar 3.28, menunjukkan bahwa kode objek pajak yaitu 

“28-403-02”, memiliki keterangan terkait persewaan tanah dan/atau 

bangunan, serta termasuk PPh Final 4 Ayat 2. 

 

9) Mengisi kolom dalam template rekapitulasi PPh Final 4 Ayat 2 sesuai 

dengan data referensi kode bukti potong yang telah diterima. 
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Gambar 3.29 Template Rekapitulasi PPh Final 4 Ayat 2 Periode Agustus 2025 – PT L 

Berdasarkan Gambar 3.29, menunjukkan bahwa nomor KJS, keterangan 

KJS, dan jenis PPh telah diisi sesuai dengan data yang diperoleh pada 

Gambar 3.28. Apabila tidak ada keterangan, maka harus dimintakan 

konfirmasi kepada klien. 

 

10) Membandingkan jumlah PPh menurut Coretax dan template rekapitulasi. 
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Gambar 3.30 Hasil Rekonsiliasi PPh – PT L 

Berdasarkan Gambar 3.30, menunjukkan bahwa informasi terkait 

jumlah PPh 15, jumlah PPh 23, dan jumlah PPh Final 4 Ayat 2 sesuai 

dengan data yang diperoleh pada Gambar 3.21, Gambar 3.24, dan 

Gambar 3.27. Selanjutnya, terdapat selisih antara PPh menurut Coretax 

dan total PPh menurut template rekapitulasi PPh 15, PPh 23, dan PPh 

Final 4 Ayat 2 sebesar 4.650.460. Hal ini akan ditanyakan kembali 

kepada klien.  

 

11) Menyerahkan hasil template rekapitulasi PPh yang telah diisi kepada 

Supervisor untuk dilakukan review. 

 

3.2.3 PT B 

h) Membuat Bukti Potong PPh 21 A1 Untuk Karyawan Resign di Coretax 

Pembuatan bukti potong PPh 21 A1 untuk karyawan resign adalah proses 

penyusunan bukti potong pajak penghasilan Pasal 21 bagi karyawan yang 

berhenti bekerja sebelum akhir tahun pajak. Proses ini dilakukan dengan 

menghitung penghasilan bruto, tunjangan, dan potongan hingga bulan 

terakhir karyawan bekerja, kemudian memasukkannya ke dalam aplikasi 

Coretax. Dari perhitungan tersebut akan diterbitkan Bukti Potong A1 yang 
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mencakup total penghasilan dan pajak yang telah dipotong selama masa 

kerja dalam tahun berjalan. Bukti potong ini wajib diberikan kepada 

karyawan yang resign agar dapat digunakan sebagai dasar pelaporan SPT 

Tahunan Pribadi, baik jika yang bersangkutan hanya bekerja di satu 

perusahaan maupun pindah ke perusahaan lain. Tujuan pembuatan bukti 

potong ini adalah memastikan kewajiban pemotongan dan pelaporan PPh 

21 tetap terlaksana sesuai ketentuan perpajakan, serta memberikan 

dokumen resmi bagi karyawan resign untuk melanjutkan kewajiban 

perpajakannya. Dokumen yang dibutuhkan adalah softcopy list karyawan 

yang resign beserta penghasilan brutonya, dan website coretax. Pekerjaan 

ini dilakukan untuk periode Januari hingga Juli 2025 untuk 8 karyawan 

resign. Berikut adalah langkah-langkah dalam membuat bukti potong PPh 

21 A1 untuk karyawan resign: 

1) Menerima list karyawan resign yang diberikan oleh Supervisor. Berikut 

merupakan contoh list karyawan resign yang diberikan: 

 

Gambar 3.31 List Karyawan Resign – PT B 

Pada Gambar 3.31, menunjukkan bahwa nama karyawan yang resign 

yaitu Yohanes, penghasilan brutonya terdiri dari transport dan memiliki 

tunjangan sebesar Rp448.000 pada bulan Januari 2025, Rp391.000 pada 

bulan Februari 2025, Rp408.000 pada bulan Maret 2025, Rp289.000 

pada bulan April 2025, Rp408.000 pada bulan Mei 2025, Rp374.000 

pada bulan Juni 2025, dan Rp204.000 pada bulan Juli 2025, sehingga 

memiliki total sebanyak Rp2.522.000. 
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2) Menentukan kategori penghasilan bruto masing-masing jenis 

penghasilan. 

 

Gambar 3.32 List Karyawan Resign – PT B 

Berdasarkan Gambar 3.32, menunjukkan bahwa penghasilan dari 

“Transport” secara total yaitu “Rp2.522.000”, “Other Allowances” 

dengan total sebanyak “Rp140.000”, “Overtime” dengan total sebanyak 

“Rp9.163.828”, “Tunjangan kehadiran” dengan total sebanyak 

“Rp653.333”, “Rapel” dengan total sebanyak “Rp1.016.663”, 

“Potongan absen” dengan total sebanyak “-Rp225.401”, serta 

“Tunjangan lain” dengan total sebanyak “Rp100.000” masuk dalam 

kriteria “tunjangan lainnya, uang lembur, dan sebagainya”. “Basic 

Salary” dengan total sebanyak “Rp36.861.559” masuk dalam kriteria 

“Gaji Pokok/Pensiun”, “JK JKK” dengan total sebanyak “Rp209.195” 

dan “BPJS Company” dengan total sebanyak “Rp1.530.152” masuk 

dalam kriteria “Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja”. “THR” 

dengan total sebanyak “Rp5.282.381” masuk dalam kriteria “Tantiem, 

Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi dan THR”. 

 

3) Mengisi data yang sudah dikategorikan ke coretax. 
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Gambar 3.33 Coretax Bupot A1 Untuk Karyawan Resign – PT B 

Berdasarkan Gambar 3.33, menunjukkan bahwa informasi terkait gaji 

pokok/pensiun, tunjangan lainnya, uang lembur dan sebagainya, premi 

asuransi yang dibayar pemberi kerja, tantiem, bonus, gratifikasi, jasa 

produksi dan THR, serta jumlah penghasilan bruto sesuai dengan 

dokumen list karyawan resign yang sudah dikategorikan yang diperoleh 

pada Gambar 3.32. 
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4) Menyerahkan bukti potong PPh 21 A1 untuk karyawan resign di coretax 

yang telah diisi untuk dilakukan review oleh Supervisor dan diterbitkan. 

 

i) Melakukan Rekonsiliasi PPh 21 

Rekonsiliasi PPh 21 adalah proses pengecekan dan pengujian kembali 

perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah tersedia dalam data 

internal perusahaan. Proses ini dilakukan dengan menghitung ulang PPh 21 

menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) berdasarkan jenis TER yang 

sesuai dengan status pajak masing-masing karyawan, kemudian 

menentukan tarif TER yang berlaku dan menghitung kembali jumlah PPh 

21 terutang. Selanjutnya, hasil perhitungan ulang tersebut dibandingkan 

dengan jumlah PPh 21 yang tercantum dalam data awal untuk 

mengidentifikasi adanya selisih atau perbedaan perhitungan. Tujuan dari 

rekonsiliasi PPh 21 ini adalah untuk memastikan ketepatan perhitungan 

pajak penghasilan karyawan, mendeteksi potensi kesalahan perhitungan 

sejak dini, serta meningkatkan keandalan data PPh 21 sebelum digunakan 

untuk pelaporan perpajakan. Dokumen yang dibutuhkan dalam pekerjaan 

ini adalah softcopy data gaji karyawan dan softcopy tabel tarif TER. 

Pekerjaan ini dilakukan untuk periode Juli 2025 sebanyak 560 karyawan. 

Berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan rekonsiliasi PPh 21: 

1) Menerima softcopy data gaji karyawan dari Supervisor. 

 

Gambar 3.34 Data Gaji Karyawan Periode Juli 2025 – PT B 
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Pada Gambar 3.34, menunjukkan beberapa informasi dengan 

keterangan sebagai berikut: 

1. Menunjukkan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yaitu 

“TK/0” atau sebesar 54.000.000. 

2. Menunjukkan penghasilan bruto atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP) 

yaitu sebesar “18.858.558”. 

3. Menunjukkan PPh 21 bulan Juli yaitu sebesar “1.508.684”. 

 

2) Menerima softcopy tabel tarif TER dari Supervisor. 

 

Gambar 3.35 Tabel Tarif TER – PT B 

Pada Gambar 3.35, menunjukkan beberapa informasi dengan 

keterangan sebagai berikut: 

1. Menunjukkan jenis TER yaitu TER A. 

2. Menunjukkan deskripsi sesuai dengan Gambar 3.27 yaitu status 

PTKP TK/0. 

3. Menunjukkan jenis TER yaitu TER A. 
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4. Menunjukkan penghasilan bruto sesuai dengan Gambar 3.27 yaitu 

sebesar “18.858.558” dimana diantara 16.950.001 sampai dengan 

19.750.000. 

5. Menunjukkan tarif TER yang dikenakan atas jenis TER dan 

penghasilan bruto yaitu sebesar 8%. 

 

3) Menghitung ulang PPh sesuai tabel tarif TER yang diterima. 

 

Gambar 3.36 Data Gaji Karyawan Periode Juli 2025 – PT B 

Berdasarkan Gambar 3.36, menunjukkan bahwa informasi terkait jenis 

TER dan tarif TER sesuai dengan tabel tarif TER yang diperoleh pada 

Gambar 3.35. Untuk PPh 21, dihitung dengan mengalikan DPP dengan 

tarif 8%. Setelah itu, dicari selisih antara PPh 21 berdasarkan data gaji 

karyawan dengan PPh 21 yang dihitung ulang. 

 

4) Menyerahkan hasil perhitungan PPh 21 untuk dilakukan review oleh 

Supervisor. 

 

j) Mengkreditkan PPN Masukan ke Coretax 

Pengkreditan PPN Masukan ke Coretax adalah proses pencatatan Pajak 

Masukan ke dalam sistem Coretax berdasarkan data yang telah disiapkan 

oleh pihak internal perusahaan. Proses ini diawali dengan penerimaan data 

PPN Masukan, kemudian dilakukan pengecekan untuk mengidentifikasi 

faktur pajak masukan yang telah diinformasikan oleh pihak HR sebagai 

faktur yang sudah dapat dikreditkan. Setelah dilakukan pemilahan antara 

faktur yang sudah dan belum dikreditkan, faktur pajak masukan yang 

memenuhi kriteria selanjutnya diinput dan dikreditkan ke dalam sistem 
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Coretax. Tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk memastikan bahwa PPN 

Masukan yang telah memenuhi syarat dapat dikreditkan secara tepat waktu, 

menghindari pengkreditan ganda, serta menjaga ketertiban dan keakuratan 

pelaporan PPN perusahaan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. 

Dokumen yang digunakan dalam proses ini adalah data PPN Masukan 

menurut Coretax, data PPN Masukan yang sudah dikreditkan menurut 

internal perusahaan, dan akses sistem Coretax. Pekerjaan ini dilakukan 

untuk periode Juli 2025 sebanyak 17 transaksi penyerahan dengan 

menggunakan dokumen tertentu. Berikut adalah langkah-langkah dalam 

mengkreditkan PPN Masukan ke Coretax: 

1) Menerima data PPN Masukan menurut Coretax. 

 

Gambar 3.37 Data PPN Masukan Menurut Coretax – PT B 

Pada Gambar 3.37, menunjukkan beberapa informasi dengan 

keterangan sebagai berikut: 

1. Menunjukkan NPWP penjual yaitu “00100163”. 

2. Menunjukkan nama penjual yaitu “PERSERO”. 

3. Menunjukkan nomor dokumen yaitu “AE 6509392”. 

4. Menunjukkan tanggal dokumen yaitu “17 Juli 2025”. 

5. Menunjukkan jenis transaksi yaitu “penyerahan dengan 

menggunakan dokumen tertentu”. 

6. Menunjukkan masa pajak yaitu bulan Juli. 

7. Menunjukkan tahun pajak yaitu tahun 2025. 
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8. Menunjukkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar “880.557”. 

9. Menunjukkan PPN sebesar “105.667” yang didapat dari nomor 8 

dikali tarif 12%. 

 

2) Menerima data PPN Masukan yang sudah dikreditkan menurut internal 

perusahaan. 

 

Gambar 3.38 Data PPN Masukan yang Sudah Dikreditkan Menurut Internal Perusahaan – PT B 

Pada Gambar 3.38, menunjukkan beberapa informasi dengan 

keterangan sebagai berikut: 

1. Menunjukkan NPWP penjual yaitu “00100163”. 

2. Menunjukkan nama penjual yaitu “PERSERO”. 

3. Menunjukkan nomor dokumen yaitu “AE 6509392”. 

4. Menunjukkan tanggal dokumen yaitu “17 Juli 2025”. 

5. Menunjukkan jenis transaksi yaitu “penyerahan dengan 

menggunakan dokumen tertentu”. 

6. Menunjukkan masa pajak yaitu bulan Juli. 

7. Menunjukkan tahun pajak yaitu tahun 2025. 

8. Menunjukkan masa pajak pengkreditan yaitu bulan Juli. 

9. Menunjukkan tahun pajak pengkreditan yaitu tahun 2025. 

10. Menunjukkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar “880.557”. 

11. Menunjukkan PPN sebesar “105.667” yang didapat dari nomor 10 

dikali tarif 12%. 

12. Menunjukkan PPnBM sebesar 0. 
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13. Menunjukkan status yaitu “CREDITED” atau sudah dikreditkan. 

14. Menunjukkan uraian transaksi yaitu “04 – DPP Nilai Lain”. 

 

3) Memeriksa data mana menurut Coretax yang akan dikreditkan sesuai 

dengan data internal perusahaan. 

 

Gambar 3.39 Data PPN Masukan Menurut Coretax – PT B 

Berdasarkan Gambar 3.39, menunjukkan bahwa data yang akan 

dikreditkan pada Gambar 3.37 sesuai dengan data yang sudah 

dikreditkan menurut internal perusahaan pada Gambar 3.38, sehingga 

diberi keterangan “ok”. 

 

4) Mengisi data-data PPN Masukan untuk dikreditkan ke Coretax. 
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Gambar 3.40 Coretax Dokumen Lain Pajak Masukan – PT B 

Berdasarkan Gambar 3.40, menunjukkan bahwa informasi terkait jenis 

transaksi, detil transaksi, nomor dokumen, tanggal dokumen, masa 

pajak, tahun pajak, masa pajak dikreditkan, tahun pengkreditan, DPP, 

PPN, dan PPnBM sesuai dengan data PPN yang sudah dikreditkan 

menurut internal perusahaan dan sudah diperiksa yang diperoleh pada 

Gambar 3.38 dan Gambar 3.39. 

 

5) Menyerahkan hasil pengisian PPN Masukan di Coretax untuk dilakukan 

review oleh Supervisor dan dikreditkan. 

 

3.2.4 PT M 

k) Melakukan Rekonsiliasi PPh 23 
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Rekonsiliasi PPh Pasal 23 merupakan proses pemeriksaan dan pencocokan 

data pemotongan PPh Pasal 23 berdasarkan data internal perusahaan. Proses 

ini dilakukan dengan menghitung kembali jumlah PPh Pasal 23 atas 

transaksi yang ada, kemudian membandingkannya dengan jumlah pajak 

yang tercatat pada data internal untuk mengidentifikasi adanya selisih. 

Selain itu, dilakukan pengecekan dan pelengkapan informasi pendukung 

perpajakan seperti kode objek pajak, Dasar Pengenaan Pajak (DPP), 

dokumen referensi, serta tanggal dokumen referensi. Tujuan dari pekerjaan 

ini adalah untuk memastikan ketepatan perhitungan PPh Pasal 23 secara 

internal, mengidentifikasi potensi selisih sejak dini, serta menjaga kualitas 

dan kesiapan data perpajakan sebelum dilakukan proses pelaporan. 

Dokumen yang dibutuhkan adalah softcopy data internal terkait PPh 23 dan 

template rekonsiliasi PPh 23 periode sebelumnya. Pekerjaan ini dilakukan 

untuk periode Juli 2025 sebanyak 24 transaksi. Berikut adalah langkah-

langkah dalam melakukan rekonsiliasi PPh 23: 

1) Menerima template rekonsiliasi PPh 23 dari Supervisor. 

 

Gambar 3.41 Template Rekonsiliasi PPh 23 – PT M 

Pada Gambar 3.41, menunjukkan beberapa informasi dengan 

keterangan sebagai berikut: 

1. Menunjukkan PPh yang di cek dengan mengalikan DPP dengan tarif 

PPh 23 sebesar 2%. 

2. Menunjukkan selisih antara PPh yang di cek dengan PPh menurut 

data internal. 

3. Menunjukkan nomor identitas tempat kegiatan usaha yang didapat 

dari NPWP ditambah “000000” di belakang.  

4. Menunjukkan kode objek pajak. 
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5. Menunjukkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). 

6. Menunjukkan dokumen referensi atas transaksi PPh 23. 

7. Menunjukkan tanggal dokumen referensi. 

 

2) Menerima softcopy data internal terkait PPh 23. 

 

Gambar 3.42 Data Internal PPh 23 – PT M 

Pada Gambar 3.42, menunjukkan beberapa informasi dengan 

keterangan sebagai berikut: 

1. Menunjukkan tanggal invoice yaitu “23 Mei 2025”. 

2. Menunjukkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yaitu sebesar 

“4.257.440”. 

3. Menunjukkan PPh 23 menurut data internal yaitu sebesar 

“85.148,80” yang didapat dari nomor 2 dikali tarif 2%. 

4. Menunjukkan NPWP yaitu “001.469.544.9-054.000”. 

5. Menunjukkan nomor invoice yaitu “002/BM/DP/IV/2025”. 

 

3) Mengisi kolom-kolom sesuai dengan data internal yang diterima ke 

dalam template rekapitulasi PPh 23. 

 

Gambar 3.43 Template Rekonsiliasi PPh 23 – PT M 
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Berdasarkan Gambar 3.43, menunjukkan bahwa informasi terkait cek 

PPh, selisih antara PPh internal dengan PPh yang di cek, nomor identitas 

tempat kegiatan usaha yang didapat dari NPWP, DPP, dokumen 

referensi (invoice), dan tanggal dokumen referensi telah diisi sesuai 

dengan data yang diperoleh pada Gambar 3.42. Untuk kode objek pajak, 

harus ditanyakan kepada Supervisor terkait masing-masing vendor. 

Apabila tidak ada, maka harus dimintakan konfirmasi kepada klien. 

 

4) Menyerahkan template rekonsiliasi PPh 23 yang telah diisi kepada 

Supervisor untuk dilakukan review. 

 

l) Membuat Format XML PPh 23 

Pembuatan format XML PPh Pasal 23 merupakan proses penyiapan data 

pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dalam bentuk file elektronik yang 

sesuai dengan ketentuan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak 

untuk keperluan pelaporan melalui e-Bupot. Proses ini dilakukan dengan 

mengolah data pemotongan PPh Pasal 23 yang bersumber dari data internal 

perusahaan, seperti data transaksi, jenis penghasilan, tarif pajak yang 

dikenakan, serta identitas pihak pemotong dan pihak yang dipotong pajak, 

kemudian memasukkan data tersebut ke dalam aplikasi atau sistem yang 

digunakan untuk menghasilkan file XML sesuai dengan struktur dan format 

yang ditetapkan oleh DJP. Selanjutnya, data yang telah diinput akan 

diverifikasi kembali untuk memastikan kesesuaian antara nilai pajak yang 

dipotong, kode objek pajak, masa pajak, dan identitas wajib pajak, sebelum 

dilakukan proses generate file XML. File XML PPh Pasal 23 yang 

dihasilkan kemudian digunakan sebagai media pelaporan pemotongan pajak 

melalui sistem e-Bupot, sehingga ketepatan dan kelengkapan data menjadi 

hal yang sangat penting. Tujuan dari pembuatan format XML PPh Pasal 23 

ini adalah untuk memastikan bahwa data pemotongan pajak telah disusun 

secara benar, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang 
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berlaku, serta meminimalkan risiko kesalahan pelaporan. Dokumen yang 

dibutuhkan dalam pekerjaan ini antara lain softcopy template format XML 

untuk PPh 23 dan softcopy data transaksi PPh 23. Pekerjaan ini dilakukan 

untuk periode Juli 2025 sebanyak 24 transaksi. Berikut adalah langkah-

langkah dalam membuat format XML PPh 23: 

1) Menerima template format XML PPh 23 dari Supervisor. 

 

Gambar 3.44 Template Format XML PPh 23 – PT M 

Pada Gambar 3.44, menunjukkan beberapa informasi dengan 

keterangan sebagai berikut: 

1. Menunjukkan masa pajak. 

2. Menunjukkan tahun pajak. 

3. Menunjukkan NPWP dari pihak yang dipotong pajak. 

4. Menunjukkan ID TKU atau nomor identitas tempat kegiatan usaha 

penerima penghasilan. 

5. Menunjukkan apakah transaksi mendapat fasilitas atau tidak. 

6. Menunjukkan kode objek pajak. 

7. Menunjukkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). 

8. Menunjukkan tarif yang dikenakan atas PPh 23. 

9. Menunjukkan jenis dokumen referensi. 

10. Menunjukkan nomor dokumen referensi. 

11. Menunjukkan tanggal dokumen referensi. 

12. Menunjukkan ID TKU atau nomor identitas tempat kegiatan usaha 

pemotong. 



 

 

93 
Laporan Kerja Magang…, Nathaniel Asher Bodhi, Universitas Multimedia Nusantara 

 

13. Menunjukkan opsi pembayaran (IP) kalau ada. 

14. Menunjukkan nomor SP2D (IP) kalau ada. 

15. Menunjukkan tanggal pemotongan. 

 

2) Menerima softcopy data transaksi PPh 23. 

 

Gambar 3.45 Data transaksi PPh 23 – PT M 

Pada Gambar 3.45, menunjukkan beberapa informasi dengan 

keterangan sebagai berikut: 

1. Menunjukkan NPWP dari pihak yang dipotong pajak yaitu 

“001.469.544.9-054.000”. 

2. Menunjukkan PPh 23 yang didapat dari DPP dikali tarif 2% sebesar 

“85.148,80”. 

3. Menunjukkan ID TKU atau nomor identitas tempat kegiatan usaha 

penerima penghasilan yaitu “001.469.544.9-054.000000000”. 

4. Menunjukkan kode objek pajak yaitu “24-104-02”. 

5. Menunjukkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yaitu “4.257.440”. 

6. Menunjukkan dokumen referensi berupa nomor invoice yaitu 

“002/BMI/DP/IV/2025”. 

7. Menunjukkan tanggal dokumen referensi yaitu tanggal “23 Mei 

2025”. 

 

3) Mengisi kolom-kolom sesuai dengan data transaksi PPh 23 yang 

diterima ke dalam template format XML PPh 23. 
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Gambar 3.46 Template Format XML PPh 23 – PT M 

Berdasarkan Gambar 3.46, menunjukkan bahwa informasi terkait 

NPWP, ID TKU Penerima Penghasilan, Kode Objek Pajak, DPP, tarif, 

jenis dokumen referensi, nomor dokumen referensi, dan tanggal 

dokumen referensi telah diisi sesuai data yang diperoleh pada Gambar 

3.45. Untuk masa pajak dan tahun pajak yaitu pada bulan Juli tahun 

2025 dan dipotong pada akhir bulan yaitu pada tanggal 31 Juli 2025. 

Selanjutnya untuk fasilitas, opsi pembayaran, dan nomor SP2D tidak 

ada keterangan sehingga dikosongkan. Untuk ID TKU Pemotong 

didapatkan melalui pertanyaan kepada Supervisor. 

 

4) Menyerahkan template format XML yang telah diisi kepada Supervisor 

untuk dilakukan review. 

 

3.2.5 PT P 

m) Menghitung PPh 21 TER 

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-

rata (TER) merupakan proses penghitungan PPh Pasal 21 berdasarkan data 

internal perusahaan yang berkaitan dengan karyawan. Proses ini dilakukan 

dengan mengolah data penghasilan karyawan yang meliputi gaji, iuran 

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), iuran Jaminan Kematian (JKM), iuran 

Jaminan Hari Tua (JHT) yang ditanggung perusahaan, iuran JHT yang 

ditanggung karyawan, status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), serta 

periode pembayaran penghasilan. Berdasarkan data tersebut, dilakukan 
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penghitungan penghasilan bruto karyawan dan penentuan jenis serta tarif 

Tarif Efektif Rata-rata (TER) yang sesuai dengan status PTKP masing-

masing karyawan untuk memperoleh besarnya PPh Pasal 21 terutang. 

Tujuan dari perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-rata 

(TER) ini adalah untuk memastikan perhitungan pajak penghasilan 

karyawan dilakukan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan perpajakan 

yang berlaku. Dokumen yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini adalah 

softcopy data penghasilan karyawan dan softcopy data pendukung terkait 

tarif TER. Pekerjaan ini dilakukan untuk periode Februari 2025 sebanyak 

261 karyawan. Berikut adalah langkah-langkah dalam menghitung PPh 21 

TER: 

1) Menerima softcopy data penghasilan karyawan dari Supervisor. 

 

Gambar 3.47 Data Penghasilan Karyawan Periode Februari 2025 – PT P 

Pada Gambar 3.47, menunjukkan beberapa informasi dengan 

keterangan sebagai berikut: 

1. Menunjukkan nama karyawan yaitu Siti. 

2. Menunjukkan NIK yaitu “31740454”. 

3. Menunjukkan gaji sebesar ”6.800.000”. 

4. Menunjukkan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan iuran 

Jaminan Kematian (JK) sebesar “17.820”. 
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5. Menunjukkan iuran Jaminan Hari Tua ditanggung perusahaan 

sebesar “122.100”. 

6. Menunjukkan PPh Pasal 21 yang terutang sebesar “40.100”. 

7. Menunjukkan iuran JHT ditanggung karyawan sebesar “66.000”. 

8. Menunjukkan status PTKP yaitu “K/2”. 

9. Menunjukkan periode pembayaran yaitu tanggal “28 Februari 

2025”. 

10. Menunjukkan penghasilan bruto. 

11. Menunjukkan jenis TER. 

12. Menunjukkan tarif TER. 

13. Menunjukkan PPh 21 seharusnya. 

14. Menunjukkan selisih antara PPh 21 seharusnya dan PPh 21 yang 

terutang menurut data internal. 

 

2) Menghitung penghasilan bruto berdasarkan data yang diperoleh. 

 

Gambar 3.48 Data Penghasilan Karyawan Periode Februari 2025 – PT P 

Pada Gambar 3.48, menunjukkan beberapa informasi dengan 

keterangan sebagai berikut: 

1. Menunjukkan gaji sebesar “6.800.000”. 

2. Menunjukkan iuran JKK dan JK sebesar “17.820”. 

3. Menunjukkan iuran JHT yang ditanggung perusahaan sebesar 

“122.100”. 

4. Menunjukkan penghasilan bruto sebesar “6.939.920” yang didapat 

dari nomor 1 ditambah nomor 2 ditambah nomor 3. 

 

3) Menerima softcopy data pendukung terkait tarif TER. 
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Gambar 3.49 Tabel Tarif TER – PT P 

Pada Gambar 3.49, menunjukkan beberapa informasi dengan 

keterangan sebagai berikut: 

1. Menunjukkan jenis TER yaitu TER B karena status PTKP K/2 

sesuai Gambar 3.47. 

2. Menunjukkan jenis TER yaitu TER B sesuai nomor 1. 

3. Menunjukkan penghasilan bruto yaitu “6.939.920” sesuai Gambar 

3.48. 

4. Menunjukkan tarif TER sebesar “0,75%”. 

 

4) Mengisi kolom-kolom sesuai dengan data tarif TER yang diterima ke 

dalam data penghasilan karyawan. 

 

Gambar 3.50 Data Penghasilan Karyawan Periode Februari 2025 – PT P 
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Berdasarkan Gambar 3.50, menunjukkan bahwa informasi terkait jenis 

TER dan tarif TER telah diisi sesuai data yang diperoleh pada Gambar 

3.49. Untuk PPh 21 seharusnya dihitung dengan penghasilan bruto 

dikali tarif TER sebesar 52.049, sehingga terdapat selisih antara PPh 21 

seharusnya dan PPh 21 terutang sebesar 11.949. Selisih ini akan 

ditanyakan kepada Supervisor untuk ditanyakan kembali ke klien. 

 

5) Menyerahkan data penghasilan karyawan yang telah diisi kepada 

Supervisor untuk dilakukan review. 

 

n) Melakukan Rekapitulasi Insentif Untuk Karyawan Tetap 

Rekapitulasi insentif untuk karyawan tetap merupakan proses pencatatan 

dan penginputan data insentif karyawan tetap ke dalam data penghasilan 

karyawan berdasarkan data internal perusahaan yang telah tersedia. Proses 

ini dilakukan dengan memasukkan data insentif yang diterima karyawan ke 

dalam data penghasilan, di mana insentif tersebut dipisahkan ke dalam tiga 

jenis insentif sesuai dengan ketentuan perusahaan. Berdasarkan data 

tersebut, dilakukan pengelompokan insentif pada masing-masing karyawan 

dan periode penghasilan agar data penghasilan karyawan tersusun secara 

rapi dan terstruktur. Tujuan dari rekapitulasi insentif untuk karyawan tetap 

ini adalah untuk memastikan data insentif karyawan tercatat dengan benar 

dan dapat digunakan sebagai bagian dari data penghasilan karyawan dalam 

proses administrasi kepegawaian dan penggajian. Dokumen yang 

dibutuhkan dalam pekerjaan ini adalah softcopy data insentif karyawan tetap 

dan data gaji karyawan. Pekerjaan ini dilakukan untuk periode Februari 

2025 sebanyak 261 karyawan. Berikut merupakan langkah-langkah dalam 

melakukan rekapitulasi insentif untuk karyawan tetap: 

1) Menerima data gaji karyawan dari Supervisor. 
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Gambar 3.51 Data Gaji Karyawan Periode Februari 2025 – PT P 

Pada Gambar 3.51, menunjukkan beberapa informasi dengan 

keterangan sebagai berikut: 

1. Menunjukkan nama karyawan yaitu “Rahmat”. 

2. Menunjukkan Nomor Induk Kependudukan yaitu “36710128”. 

3. Menunjukkan insentif bengkel. 

4. Menunjukkan insentif aktivitas. 

5. Menunjukkan insentif bukan bengkel. 

 

2) Menerima softcopy data insentif karyawan tetap dari Supervisor. 

 

Gambar 3.52 Data Insentif Karyawan Tetap Periode Februari 2025 – PT P 

Pada Gambar 3.52, menunjukkan beberapa informasi dengan 

keterangan sebagai berikut: 

1. Menunjukkan nama karyawan yaitu “Rahmat” yang sesuai pada 

Gambar 3.51. 

2. Menunjukkan Nomor Induk Kependudukan yaitu “36710128” yang 

sesuai pada Gambar 3.51. 

3. Menunjukkan jumlah insentif bengkel yaitu sebesar “1.067.875”. 
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4. Menunjukkan jumlah insentif bukan bengkel yaitu sebesar 

“3.776.640”. 

5. Menunjukkan nama karyawan yaitu “Rahmat” yang sesuai pada 

Gambar 3.51. 

6. Menunjukkan Nomor Induk Kependudukan yaitu “36710128” yang 

sesuai pada Gambar 3.51. 

Apabila pada data insentif ditemukan ada nama karyawan yang tidak 

terdapat pada data gaji karyawan, maka ditandain dengan warna kuning 

dan ditanyakan kepada Supervisor. 

 

3) Mengisi kolom-kolom sesuai dengan data insentif karyawan tetap yang 

diterima ke dalam data gaji karyawan. 

 

Gambar 3.53 Data Gaji Karyawan Periode Februari 2025 – PT P 

Berdasarkan Gambar 3.53, menunjukkan bahwa informasi terkait 

insentif bengkel dan insentif bukan bengkel telah diisi sesuai dengan 

data insentif karyawan tetap yang diperoleh pada Gambar 3.52. Apabila 

terdapat NIK pada data insentif karyawan tetap yang tidak terdeteksi 

pada data gaji karyawan, maka ditanyakan kepada Supervisor terkait 

karyawan tersebut. 

 

4) Menyerahkan data gaji karyawan yang telah diisi kepada Supervisor 

untuk dilakukan review. 

 

o) Melakukan Rekapitulasi Penghasilan Bruto 

Rekapitulasi penghasilan bruto merupakan proses pemindahan dan 

penginputan data penghasilan karyawan ke dalam template rekapitulasi 
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Pajak Penghasilan yang telah disediakan oleh perusahaan. Proses ini 

dilakukan dengan mengambil data gaji karyawan per bulan yang bersumber 

dari data internal perusahaan, kemudian memasukkan data tersebut ke 

dalam format atau template rekapitulasi PPh sesuai dengan kolom dan 

struktur yang telah ditetapkan. Berdasarkan data yang dipindahkan tersebut, 

dilakukan penyesuaian pengisian agar data penghasilan setiap karyawan 

tercatat secara konsisten sesuai dengan periode penghasilan. Tujuan dari 

rekapitulasi penghasilan bruto ini adalah untuk memastikan data gaji dan 

penghasilan karyawan tersusun rapi dalam template rekapitulasi PPh 

sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengolahan administrasi 

perpajakan dan penggajian. Dokumen yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini 

adalah softcopy data gaji karyawan per bulan, softcopy template rekapitulasi 

PPh, dan softcopy data NPWP karyawan. Pekerjaan ini dilakukan untuk 

periode Maret 2022 hingga Desember 2022 sebanyak 45 karyawan. Berikut 

adalah langkah-langkah dalam melakukan rekapitulasi penghasilan bruto: 

1) Menerima softcopy template rekapitulasi PPh dari Supervisor. 

 

Gambar 3.54 Template Rekapitulasi PPh – PT P 

Pada Gambar 3.54, menunjukkan beberapa informasi dengan 

keterangan sebagai berikut: 

1. Menunjukkan masa pajak. 

2. Menunjukkan tahun pajak. 

3. Menunjukkan pembetulan. 

4. Menunjukkan NPWP karyawan. 

5. Menunjukkan nama karyawan. 

6. Menunjukkan kode pajak. 

7. Menunjukkan jumlah bruto. 
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8. Menunjukkan jumlah PPh. 

 

2) Menerima softcopy data gaji karyawan per bulan. 

 

Gambar 3.55 Data Gaji Karyawan Per Bulan – PT P 

Pada Gambar 3.55, menunjukkan beberapa informasi dengan 

keterangan berikut: 

1. Menunjukkan nama karyawan yaitu Devi. 

2. Menunjukkan gaji karyawan sebesar “6.000.000”. 

3. Menunjukkan PPh Pasal 21 terutang sebesar “74.700”. 

4. Menunjukkan periode pembayaran yaitu pada tanggal “30 Maret 

2022”. 

 

3) Mengisi kolom-kolom sesuai dengan data gaji karyawan per bulan yang 

diterima ke dalam template rekapitulasi PPh. 

 

Gambar 3.56 Template Rekapitulasi PPh – PT P 

Berdasarkan Gambar 3.56, menunjukkan bahwa informasi terkait masa 

pajak, tahun pajak, nama karyawan, jumlah bruto, dan jumlah PPh telah 

diisi sesuai dengan data gaji karyawan per bulan yang diperoleh pada 

Gambar 3.55. Untuk pembetulan diisi “0” karena tidak ada pembetulan. 
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4) Menerima softcopy data NPWP karyawan. 

 

Gambar 3.57 Data NPWP Karyawan – PT P 

Pada Gambar 3.57, menunjukkan beberapa informasi dengan 

keterangan sebagai berikut: 

1. Menunjukkan NPWP karyawan yaitu “459646196”. 

2. Menunjukkan nama karyawan yaitu Devi. 

3. Menunjukkan kode objek pajak yaitu 21-100-01. 

 

5) Mengisi kolom sesuai dengan data NPWP karyawan yang diterima ke 

dalam template rekapitulasi PPh. 

 

Gambar 3.58 Template Rekapitulasi PPh – PT P 

Berdasarkan Gambar 3.58, menunjukkan bahwa informasi terkait 

NPWP, nama karyawan, dan kode objek pajak telah diisi sesuai dengan 

data NPWP karyawan yang diperoleh pada Gambar 3.58. Untuk 

karyawan yang tidak memiliki NPWP, maka akan ditanyakan kepada 

Supervisor. 

 

6) Menyerahkan template rekapitulasi PPh yang telah diisi kepada 

Supervisor untuk dilakukan review. 
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p) Melakukan Rekonsiliasi PPh 21 dan Membuat Form XML 

Rekonsiliasi PPh Pasal 21, dan pembuatan form XML merupakan kegiatan 

pengolahan data penggajian karyawan untuk keperluan administrasi dan 

pelaporan perpajakan perusahaan. Pekerjaan ini dilakukan berdasarkan data 

gaji karyawan yang mencakup identitas karyawan, besaran gaji, komponen 

iuran jaminan sosial ketenagakerjaan, status Penghasilan Tidak Kena Pajak 

(PTKP), serta periode pembayaran penghasilan. Dalam kegiatan ini, 

penghasilan bruto karyawan ditentukan dengan memperhitungkan seluruh 

komponen penghasilan yang menjadi objek PPh Pasal 21. Berdasarkan 

penghasilan tersebut dan status PTKP, ditentukan jenis serta tarif Tarif 

Efektif Rata-rata (TER) yang sesuai untuk menghitung besarnya PPh Pasal 

21 yang seharusnya terutang. Data hasil perhitungan tersebut kemudian 

digunakan sebagai dasar penyusunan form XML PPh Pasal 21 yang akan 

digunakan dalam pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 secara elektronik. 

Tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk memastikan bahwa perhitungan PPh 

Pasal 21 dan data yang dimuat dalam form XML telah sesuai dengan 

ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga mendukung proses pelaporan 

pajak perusahaan secara akurat dan tertib. Dokumen yang dibutuhkan dalam 

pekerjaan ini adalah softcopy data gaji karyawan, softcopy data pendukung 

terkait tarif TER, dan template form XML. Pekerjaan ini dilakukan untuk 

periode Mei 2025 sebanyak 255 karyawan. Berikut adalah langkah-langkah 

dalam melakukan rekonsiliasi PPh 21 dan membuat form XML: 

1) Menerima softcopy data gaji karyawan dari Supervisor. 
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Gambar 3.59 Data Gaji Karyawan Periode Mei 2025 – PT P 

Pada Gambar 3.59, menunjukkan beberapa informasi dengan 

keterangan sebagai berikut: 

1. Menunjukkan nama karyawan yaitu Siti. 

2. Menunjukkan NIK yaitu “31740454”. 

3. Menunjukkan gaji sebesar ”6.800.000”. 

4. Menunjukkan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan iuran 

Jaminan Kematian (JK) sebesar “17.820”. 

5. Menunjukkan iuran Jaminan Hari Tua ditanggung perusahaan 

sebesar “122.100”. 

6. Menunjukkan PPh Pasal 21 yang terutang sebesar “40.100”. 

7. Menunjukkan iuran JHT ditanggung karyawan sebesar “66.000”. 

8. Menunjukkan status PTKP yaitu “K/2”. 

9. Menunjukkan periode pembayaran yaitu tanggal “28 Februari 

2025”. 

10. Menunjukkan penghasilan bruto. 

11. Menunjukkan jenis TER. 

12. Menunjukkan tarif TER. 

13. Menunjukkan PPh 21 seharusnya. 

14. Menunjukkan selisih antara PPh 21 seharusnya dan PPh 21 yang 

terutang menurut data internal. 



 

 

106 
Laporan Kerja Magang…, Nathaniel Asher Bodhi, Universitas Multimedia Nusantara 

 

 

2) Menghitung penghasilan bruto berdasarkan data yang diperoleh. 

 

Gambar 3.60 Data Gaji Karyawan Periode Mei 2025 – PT P 

Pada Gambar 3.60, menunjukkan beberapa informasi dengan 

keterangan sebagai berikut: 

1. Menunjukkan gaji sebesar “6.800.000”. 

2. Menunjukkan iuran JKK dan JK sebesar “17.820”. 

3. Menunjukkan iuran JHT yang ditanggung perusahaan sebesar 

“122.100”. 

4. Menunjukkan penghasilan bruto sebesar “6.939.920” yang didapat 

dari nomor 1 ditambah nomor 2 ditambah nomor 3. 

 

3) Menerima softcopy data pendukung terkait tarif TER. 
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Gambar 3.61 Tabel Tarif TER – PT P 

Pada Gambar 3.61, menunjukkan beberapa informasi dengan 

keterangan sebagai berikut: 

1. Menunjukkan jenis TER yaitu TER B karena status PTKP K/2 

sesuai Gambar 3.59. 

2. Menunjukkan jenis TER yaitu TER B sesuai nomor 1. 

3. Menunjukkan penghasilan bruto yaitu “6.939.920” sesuai Gambar 

3.60. 

4. Menunjukkan tarif TER sebesar “0,75%”. 

 

4) Mengisi kolom-kolom sesuai dengan data tarif TER yang diterima ke 

dalam data penghasilan karyawan. 

 

Gambar 3.62 Data Gaji Karyawan Periode Mei 2025 – PT P 

Berdasarkan Gambar 3.62, menunjukkan bahwa informasi terkait jenis 

TER dan tarif TER telah diisi sesuai data yang diperoleh pada Gambar 

3.61. Untuk PPh 21 seharusnya dihitung dengan penghasilan bruto 

dikali tarif TER sebesar 52.049, sehingga terdapat selisih antara PPh 21 

seharusnya dan PPh 21 terutang sebesar 11.949. Selisih ini akan 

ditanyakan kepada Supervisor untuk ditanyakan kembali ke klien. 

 

5) Menerima template form XML untuk PPh 21. 
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Gambar 3.63 Template Form XML PPh 21 – PT P 

Pada Gambar 3.63, menunjukkan beberapa informasi dengan 

keterangan sebagai berikut: 

1. Menunjukkan NPWP Pemotong yaitu “0022733737073000”. 

2. Menunjukkan masa pajak. 

3. Menunjukkan tahun pajak. 

4. Menunjukkan status pegawai merupakan pegawai dalam negeri atau 

luar negeri. 

5. Menunjukkan NPWP/NIK/TIN karyawan. 

6. Menunjukkan nomor passport apabila karyawan berasal dari luar 

negeri. 

7. Menunjukkan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). 

8. Menunjukkan posisi karyawan. 

9. Menunjukkan fasilitas apabila ada. 

10. Menunjukkan kode objek pajak. 

11. Menunjukkan penghasilan kotor atau bruto. 

12. Menunjukkan tarif yang dikenakan yaitu tarif TER. 

13. Menunjukkan ID TKU atau nomor identitas tempat kegiatan usaha 

pemotong. 

14. Menunjukkan tanggal pemotongan. 
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6) Mengisi kolom-kolom sesuai dengan data gaji karyawan yang telah 

dihitung ke dalam template form XML untuk PPh 21. 

 

Gambar 3.64 Template Form XML PPh 21 – PT P 

Berdasarkan Gambar 3.64, menunjukkan bahwa informasi terkait masa 

pajak, tahun pajak, tahun pajak, NIK, dan status PTKP sesuai dengan 

data gaji karyawan yang diperoleh pada Gambar 3.59. Informasi terkait 

penghasilan kotor atau bruto dan tarif TER sesuai dengan data gaji 

karyawan yang diperoleh pada Gambar 3.62. Untuk status pegawai diisi 

“resident” karena karyawan merupakan warga negara Indonesia, nomor 

passport dikosongkan, serta posisi dikosongkan karena tidak ada 

informasi tambahan. Untuk fasilitas tidak ada sehingga “N/A” dan kode 

objek pajak ditanyakan kepada Supervisor. Selanjutnya untuk ID TKU 

atau nomor identitas tempat kegiatan usaha pemotong diisi berdasarkan 

NPWP pemotong ditambah “000000”, serta tanggal pemotongan di 

akhir masa pajak yaitu 31 Mei 2025. 

 

7) Menyerahkan data gaji karyawan dan template form XML yang telah 

diisi kepada Supervisor untuk dilakukan review. 

 

3.2.6 PT T 

q) Menghitung PPh 21 untuk A1 
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Penghitungan PPh Pasal 21 untuk A1 merupakan kegiatan pengolahan data 

gaji karyawan yang bertujuan untuk mengklasifikasikan dan 

mengakumulasi komponen penghasilan sesuai dengan ketentuan 

perpajakan. Pekerjaan ini dilakukan berdasarkan data gaji karyawan yang 

mencakup berbagai komponen penghasilan, antara lain basic salary, 

tunjangan jabatan, tunjangan kesehatan, transport, uang makan, lembur, 

bonus target sales, serta iuran BPJS Ketenagakerjaan yang ditanggung 

karyawan. Dalam kegiatan ini, setiap komponen gaji diklasifikasikan untuk 

menentukan perlakuan perpajakannya dalam perhitungan PPh Pasal 21. 

Komponen penghasilan yang merupakan objek PPh Pasal 21 

diakumulasikan sebagai penghasilan bruto, sedangkan iuran BPJS 

Ketenagakerjaan sebesar 2% diperlakukan sebagai pengurang sesuai 

ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil klasifikasi dan penghitungan 

tersebut, ditentukan besarnya PPh Pasal 21 terutang secara tahunan yang 

digunakan sebagai dasar penyusunan A1 bagi karyawan. Tujuan dari 

pekerjaan ini adalah untuk memastikan bahwa pengklasifikasian komponen 

gaji dan perhitungan PPh Pasal 21 untuk A1 telah dilakukan secara tepat 

dan sesuai dengan ketentuan perpajakan, sehingga mendukung keakuratan 

data perpajakan karyawan dan kepatuhan perpajakan perusahaan. Dokumen 

yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini adalah softcopy template klasifikasi 

komponen gaji dan softcopy data gaji karyawan. Pekerjaan ini dilakukan 

untuk periode Januari 2025 hingga September 2025 sebanyak 131 

karyawan. Berikut adalah langkah-langkah dalam menghitung PPh 21 untuk 

A1: 

1) Menerima softcopy template klasifikasi komponen gaji dari Supervisor. 
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Gambar 3.65 Template Klasifikasi Komponen Gaji – PT 

Pada Gambar 3.65, menunjukkan beberapa informasi dengan 

keterangan sebagai berikut: 

1. Menunjukkan nama karyawan. 

2. Menunjukkan status PTKP karyawan. 

3. Menunjukkan jabatan karyawan. 

4. Menunjukkan klasifikasi komponen gaji. 

5. Menunjukkan bulan dari Januari hingga September. 

6. Menunjukkan komponen gaji yaitu “basic salary” yang dimana 

masuk ke gaji pokok/pensiun pada saat penyusunan A1. 

7. Menunjukkan komponen gaji yaitu “tunjangan jabatan, tunjangan 

kesehatan transport, uang makan, dan lembur” yang dimana masuk 

ke tunjangan lainnya, uang lembur dan sebagainya pada saat 

penyusunan A1. 

8. Menunjukkan komponen gaji yaitu “bonus target sales” yang 

dimana masuk ke tantiem, bonus, gratifikasi, jasa produksi dan THR 

pada saat penyusunan A1. 
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9. Menunjukkan komponen gaji yaitu “BPJS TK (2%)” yang dimana 

masuk ke premi asuransi yang ditanggung karyawan, sehingga 

menjadi pengurang penghasilan bruto. 

 

2) Menerima softcopy data gaji karyawan dari Supervisor. 

 

Gambar 3.66 Data Gaji Karyawan Periode Januari 2025 – PT T 

Pada Gambar 3.66, menunjukkan beberapa informasi dengan 

keterangan sebagai berikut: 

1. Menunjukkan nama karyawan yaitu “Kemala”. 

2. Menunjukkan status PTKP yaitu “TK/0” atau tidak kawin tanpa 

tanggungan. 

3. Menunjukkan jabatan karyawan yaitu “Baker”. 

4. Menunjukkan gaji pokok sebesar “3.916.875”. 

5. Menunjukkan tunjangan jabatan sebesar “500.000”. 

6. Menunjukkan tunjangan kesehatan sebesar “100.000”. 

7. Menunjukkan tunjangan transport sebesar “625.000”. 

8. Menunjukkan tunjangan uang makan sebesar “250.000”. 

9. Menunjukkan tunjangan lembur sebesar “184.000”. 
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10. Menunjukkan total penghasilan sebesar “5.575.875” yang didapat 

dari nomor 4 ditambah nomor 5 ditambah nomor 6 ditambah nomor 

7 ditambah nomor 8 dan ditambah nomor 9. 

11. Menunjukkan bonus target sales sebesar “113.043”. 

12. Menunjukkan total penghasilan bruto sebesar “5.688.918” yang 

didapat dari nomor 10 ditambah nomor 11. 

13. Menunjukkan BPJS TK 2% sebesar “-45.800”. 

14. Menunjukkan denda telat sebesar “-100.000” yang mengurangi gaji 

pokok. 

15. Menunjukkan total penghasilan (net) sebesar “5.543.118” yang 

didapat dari nomor 12 ditambah nomor 13 ditambah nomor 14. 

 

3) Mengklasifikasi tiap komponen gaji sesuai dengan data gaji karyawan 

ke dalam template klasifikasi komponen gaji. 

 

Gambar 3.67 Template Klasifikasi Komponen Gaji – PT T 
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Berdasarkan Gambar 3.67, menunjukkan bahwa informasi terkait nama 

karyawan, status PTKP, jabatan karyawan, seluruh komponen gaji 

sesuai dengan data gaji karyawan yang diperoleh pada Gambar 3.66. 

Proses ini dilakukan terus hingga bulan September dan mencari total 

komponen gaji sebagai penyusunan A1. 

 

4) Menyerahkan template klasifikasi komponen gaji yang telah diisi 

kepada Supervisor untuk dilakukan review. 

 

3.2.7 PT A 

r) Menyusun Laporan Laba Rugi Bagian Beban 

Penyusunan laporan laba rugi merupakan kegiatan pengolahan data 

keuangan perusahaan untuk menyajikan informasi mengenai pendapatan, 

beban, dan hasil usaha perusahaan dalam satu periode akuntansi. Pekerjaan 

ini dilakukan dengan menggunakan data keuangan perusahaan yang 

mencakup pendapatan, beban pokok penjualan, beban operasional, 

pendapatan non operasional, serta beban non operasional. Dalam laporan 

laba rugi, pendapatan dan beban dikelompokkan sesuai dengan sifat dan 

fungsinya sehingga menghasilkan informasi mengenai laba kotor, laba 

operasional, dan laba bersih setelah pajak. Penyusunan laporan ini juga 

mencerminkan perhitungan pajak penghasilan terutang yang memengaruhi 

laba bersih perusahaan. Tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk memastikan 

bahwa laporan laba rugi disusun secara tepat dan sistematis, sehingga dapat 

memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja keuangan perusahaan 

dan digunakan sebagai dasar evaluasi serta pengambilan keputusan 

manajemen. Dokumen yang dibutuhkan adalah softcopy template laporan 

laba rugi dan softcopy dokumen pendukung terkait laporan laba rugi. 

Pekerjaan ini dilakukan untuk periode 31 Desember 2024. Berikut adalah 

langkah-langkah dalam menyusun laporan laba rugi: 

1) Menerima softcopy template laporan laba rugi. 
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Gambar 3.68 Template Laporan Laba Rugi Per 31 Desember 2024 – PT A 

Pada Gambar 3.68, menunjukkan beberapa informasi dengan 

keterangan sebagai berikut: 

1. Menunjukkan salah satu komponen beban operasional yaitu biaya 

BPJS. 

2. Menunjukkan salah satu komponen beban operasional yaitu biaya 

gaji. 

3. Menunjukkan salah satu komponen beban operasional yaitu biaya 

THR/Bonus. 

 

2) Menerima softcopy dokumen pendukung, sebagai contoh yaitu detil 

rekening koran. 
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Gambar 3.69 Detil Rekening Koran – PT A 

Berdasarkan Gambar 3.69, menunjukkan bahwa jenis pengeluaran yaitu 

biaya BPJS Tenaga Kerja dan Kesehatan memiliki total biaya sebesar 

62.512.100 dari bulan Januari hingga Desember. 

 

3) Menyusun laporan laba rugi sesuai dengan detil rekening koran ke 

dalam template laporan laba rugi. 
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Gambar 3.70 Template Laporan Laba Rugi Per 31 Desember 2024 – PT A 

Berdasarkan Gambar 3.70, menunjukkan bahwa informasi terkait biaya 

BPJS telah diisi sesuai dengan detil rekening koran yang diperoleh pada 

Gambar 3.69. 

 

4) Menyerahkan hasil penyusunan laporan laba rugi kepada Supervisor 

untuk dilakukan review. 
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3.3 Kendala yang Ditemukan  

Berikut merupakan kendala-kendala yang ditemukan selama melakukan kerja 

magang: 

1. PT L 

a) Terdapat perbedaan status pajak antara daftar gaji karyawan dengan data 

Coretax sehingga menghambat pekerjaan. 

b) Terdapat beberapa NIK yang tidak terdeteksi selama pencocokan NIK 

antara data karyawan dan data Coretax sehingga menghambat 

pekerjaan. 

c) Terdapat beberapa transaksi yang tidak dilengkapi dengan Kode Jenis 

Setoran dalam data yang diberikan sehingga menghambat pekerjaan. 

2. PT M 

a) Tidak seluruh transaksi dilengkapi dengan kode objek pajak pada data 

yang diberikan oleh klien sehingga menghambat pekerjaan. 

b) Tidak adanya keterangan atau petunjuk pengisian pada beberapa kolom, 

sehingga kolom tersebut tidak dapat diisi secara langsung. Selain itu, 

informasi mengenai ID TKU pemotong tidak tersedia dalam data awal 

sehingga menghambat pekerjaan. 

 

3.4 Solusi atas Kendala yang Ditemukan 

Berikut merupakan solusi atas kendala-kendala yang ditemukan selama 

melakukan kerja magang: 

1. PT L 

a) Melakukan pencocokan dan penyesuaian data status pajak dengan 

mengacu pada data penggajian dan hasil konfirmasi yang digunakan 

dalam proses rekonsiliasi. 

b) Melakukan verifikasi ulang NIK karyawan berdasarkan data internal 

perusahaan, kemudian dilakukan pencocokan kembali pada sistem 

Coretax. 



 

 

119 
Laporan Kerja Magang…, Nathaniel Asher Bodhi, Universitas Multimedia Nusantara 

 

c) Melakukan konfirmasi kepada klien untuk memastikan Kode Jenis 

Setoran yang sesuai sebelum proses rekonsiliasi dilanjutkan. 

2. PT M 

a) Melakukan identifikasi kode objek pajak berdasarkan transaksi yang 

telah memiliki kode sebagai referensi, serta konfirmasi kepada 

Supervisor untuk penentuan kode objek pajak pada transaksi yang 

belum dilengkapi. 

b) Melakukan klarifikasi kepada Supervisor terkait pengisian kolom yang 

tidak memiliki petunjuk serta penentuan ID TKU pemotong sebelum 

form XML disusun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


